
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 131 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, teralchir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk 
dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan 
Dewar Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan 
persetujuan bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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ara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

onesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesian Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Pera:uran 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Ncmor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana relnh din.iha.h beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bcrsumber dan Ar.ggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 18); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2017 Nomor 32); 

25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 
Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Kotabaru Nomor 53 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2015 Nomor 53); 

26. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 72 
Tabun 2017 tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 81); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019. 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas : 
a.  Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 130.669.444.314,80 
2. Dana Perimbangan Rp.  1.106.940.376.412,00 
3. Lain-lain Pendapatan Rp. 357.609.036.091,00 

yang sah 
Jumlah Pendapatan 

b.  Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Bunga 
c) Belanja Subsidi 
d) Belanja Hibah 
e) Belanja Bantuan 

Sosial 
f) Belanja Bagi Hasil 
g) Belanja Bantuan 

Keuangan 
h) Belanja Tidak 

Tcrduga 
Rp. 764.943.093.581,00 

Rp. 1.595.218.856.817,80 

Rp. 481.288.217.116,00 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 25.721.764.000,00 
Rp. 3.420.000.000,00 

Rp. 4.374.233.760,00 
Rp. 250.138.878.705,00 

Rp. 0,00 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp. 
b) Belanja Barang dan  Rp. 

Jasa 
c) Belanja Modal Rp. 

Rp. 
Jumlah Belanja Rp. 
Surplus /(Defisit) Rp. 

c.  Pembiyaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan 

126.037.227.975,00 
357.012.670.613,70 

331.427.632.421,18 
814.477.531.009,88  

1.579.420.624.590,88  
15.798.232.226,92 

Rp. 10.664.705.891,82 
Rp. 6.000.000.000,00 
Rp. 4.664.705.891,82 
Rp. 20.462.938.118,74 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimFlcsud 
dalam Pasal 1 tcreantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam pcnjabaran 
laporan realisasi anggaran. 



Ditet pkan di Kotabaru 
paa tanggal 12 Agustus 

BUPATI KOTABAR 

ED J AR 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata:mya 
dalam Berita Daerah Kabupatcn Kotabaru. 

Diundangkan di Kotabaru 
pad nggal 12 Agustus 2020 

SERRETA IS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2020 NOMOR 131 

I PARAF KOORDINASI 1 
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